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PENETAPAN
Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pre
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata
permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:
Agung Jati, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Pondok Bahagia
Blok H/B.Kel. Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat, Kota Parepare,
Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor
74/Pdt.P/2021/PN Pre, tertanggal 26 November 2021 Tentang Penunjukan
Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;

- Telah membaca surat permohonan pemohon;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17

November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Parepare pada tanggal 26 November 2021 dengan Nomor Register

74/Pdt.P/2021/PN Pre, telah mengajukan permohonan perbaikan penulisan

tahun kelahiran pemohon yang tercatat pada Akta Kelahir Nomor: 7372-LI-

13042016-0140 atas nama Agung Jati lahir di Parepare pada tanggal 31

Desember 1962 agar diganti menjadi lahir di Parepare pada tanggal 31

Desember 1961,dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Warga Negara Indonesia Rl Berdasarkan Kartu Tanda
Penduduk NO: 7372043112620050. Tanggal 27 Oktober 2017. Yang
dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare

- Bahwa pemohon bernama Agung Jati, jenis kelamin Laki-laki, lahir di
Parepare pada tanggal 31 Desember 1962, sesuai dengan kutipan Akta
Kelahiran Nomor: 7372-L1-13042016-0140 tanggal 13 April 2016 adalah
anak dari H.Ali dan Hj.Salamang yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare

- Bahwapemohon ingin mengubah tahun lahir pemohon dari Tahun 1962
menjadi Tahun 1961.
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- Bahwa mengubah tahun lahir tersebut pemohon lakukan karena tahun
lahir pemohon tidak sesuai dengan tahun lahir yang tertera di ijazah

- Bahwa untuk mengubah tahun lahir pemohon tersebut terlebih dahulu
harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan
Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon
kepada Ibu, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan
suatu Surat Penetapan tentang perubahan tahun lahir pemohon tersebut yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah tahun lahir dari tahun
1962 menjadi 1961

3. Memerintahkan kepadaa Penitera Pengadilan Negeri Parepare untuk
mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Parepare untuk mengubah tahun lahir pemohon 1962
menjadi 1961 pada pinggir kutipan Akta Kelahir Nomor: 7372-LI-
13042016-0140 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dengan memperlihatkan
Salinan resmi penetapan ini;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK
7372043112620050, Tertanggal 27-10-2017, atas nama AGUNG JATI yang
selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7372-L1-13042016-0140 atas nama
AGUNG JATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare
pada tanggal 13 April 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat ljazah Sarjana Ekonomi, atas nama Agung Jati dengan
Nomor 421/FEA/SL-UMI/89 yang diterbitkan oleh Universitas Muslim
Indonesia pada tanggal 14 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda P-3;
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4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7372042102110218 atas nama Kepala
Keluarga AGUNG JATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 27-10-2017, yang selanjutnya
diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai
dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Suriati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri dari
Pemohon;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan
dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran
pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lahirpada tahun
1962 menjadi tahun 1961 pada kutipan Akta Kelahir Nomor: 7372-LI-
13042016-0140;

- Bahwa permohonan pergantian tahun kelahiran Pemohon itu agar bisa
disesuaikan dengan ijazah Pemhon yang tertulis lahir pada tahun 1961,

- Bahwa dulu terjadi kesalahan dalam penulisan identitas pemohon, dan
baru diajukan perbaikan penulisan identitas ini karena baru disadari
adanya kesalahan itu;

- BahwaPemohoningin membetulkan tahun kelahirannya yang nantinya
akan dipergunakan untuk kepentingan kesesuaian data-data
kependudukan pemohon;

- Bahwa kesesuaian itu sangat penting bagi Pemohon karena untuk
mengurus  keperluan-keperluan  pemohon yang membutuhkan
keseragaman identitas, seperti keperluan untuk mendaftarkan pernikahan
anaknya;

- Bahwatidak ada pihak keluarga atau orang lain yang keberatan dengan
perubahan tahun kelahiran Pemohon ini;

- Bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir dari anak Pemohon ini tidak
akan merugikan pihak lain;

- Bahwa pemohon belum pernah dipidana dan tidak ada masalah berkaitan

dengan hukum;
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2. Anas Saku, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar
Pemohon;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan
dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran
pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lahir padatahun
1962 menjadi tahun 1961 pada kutipan Akta Kelahir Nomor: 7372-LI-
13042016-0140;

- Bahwa permohonan pergantian tahun kelahiran Pemohon itu agar bisa
disesuaikan dengan ijazah Pemhon yang tertulis lahir pada tahun 1961,

- Bahwa dulu terjadi kesalahan dalam penulisan identitas pemohon, dan
baru diajukan perbaikan penulisan identitas ini karena baru disadari
adanya kesalahan itu;

- BahwaPemohoningin membetulkan tahun kelahirannya yang nantinya
akan dipergunakan untuk kepentingan kesesuaian data-data
kependudukan pemohon;

- Bahwa kesesuaian itu sangat penting bagi Pemohon karena untuk
mengurus keperluan-keperluan pemohon yang membutuhkan
keseragaman identitas, seperti keperluan untuk mendaftarkan pernikahan
anaknya;

- Bahwatidak ada pihak keluarga atau orang lain yang keberatan dengan
perubahan tahun kelahiran Pemohon ini;

- Bahwaperubahan tanggal dan bulan lahir dari anak Pemohon ini tidak
akan merugikan pihak lain;

- Bahwa pemohon belum pernah dipidana dan tidak ada masalah berkaitan
dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon

memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjuthya Pemohon menyatakan tidak
mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan
yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam
berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat
dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam

Penetapan ini;
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang
pada pokoknya adalah untuk dapat mengganti/merubah tanggal dan bulan lahir
anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan
menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yaitu Saksi Suriati dan Saksi Anas Saku yang mana
keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan
dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai
suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas
dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi,
maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun
kelahirannya pada Kutipan Akta Kealahiran Nomor 7372-L1-13042016-
0140 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Parepare, yang awalnya tertulis lahir di tahun 1962 agar bisa dirubah
menjadi lahir di tahun 1961,

- Bahwa benar pemohon ingin mengubah penulisan tahun lahir tersebut
karena tahun lahir pemohon tidak sesuai dengan tahun lahir yang tertera
dalam ljazah Sarjana Ekonomi, atas nama Agung Jati dengan Nomor
421/FEA/SL-UMI/89 yang diterbitkan oleh Universitas Muslim Indonesia
pada tanggal 14 Januari 1989

- Bahwa benar Pemohon Mengajukan permohonan perbaikan penulisan
pada pada Kutipan Akta Kealahiran Nomor 7372-LI-13042016-0140
karena pernah terjadi kesalahan pada saat penulisan identitas pemohon;

- Bahwa benar tujuan utama permohonan mengajukan perbaikan tahun
kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan data-data identitas
Pemohon dengan ijzah pemohon;

- Bahwa benar tidak adak pihak keluarga atau orang lain yang keberatan
dengan adanya pergantian nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara a quo membaca,
mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan
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alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa akan
mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang
pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa
Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan
permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,
dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat
diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi objek
permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil
yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66
ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan
sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan
akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili
perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti
P-1 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon
sekarang bertempat tinggal di BTN Pondok Bahagia Blok H/B.Kel. Bumi
Harapan Kec.Bacukiki Barat, Kota Parepare, maka Pengadilan Negeri Parepare
berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan
Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengajukan permohonan
perbaikan dan perubahan penulisan tahun kelahiran pemohon yang tercatat
pada Akta Kelahir Nomor: 7372-LI-13042016-0140 atas nama Agung Jati lahir di
Parepare pada tanggal 31 Desember 1962 agar diganti menjadi lahir di
Parepare pada tanggal 31 Desember 1961,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud
dengan ‘Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan
anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan

status kewarganegaraan”,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang termasuk dalam kriteria
peristiwa penting, yang mana berdasarkan Pasal 56 ayat (1), menyatakan
bahwa Pencatatan Peristiwva Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya
putusan pengadilan negeriyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan
Pemohon dan dihubungkan dengan bukti—bukti surat, keterangan saksi-saksi
dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas. Hakim
menilai bahwa permohonan Pemohon untuk dapat melakukan perbaikan
penulisan tahun kelahiran pemohon yang tercatat pada Akta Kelahir Nomor:
7372-L1-13042016-0140 atas nama Agung Jati lahir di Parepare pada tanggal 31
Desember 1962 agar diganti menjadi lahir di Parepare pada tanggal 31
Desember 1961, supaya terdapat keseragaman data dan kepastian hukum
identitas Pemohon tersebut dan terpenting dalam waktu dekat ini agar bisa
digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan pemohon , telah sesuai
dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut
dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan
pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup
beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam
ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon
sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan tahun
kelahiran pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 56 ayat
(2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan
Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan
Penetapan Pengadilan Negeri Parepare, untuk melaporkan perubahan tahun
kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Parepare agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu

sesuai dengan adanya perubahan tahun kelahiran pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang
dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan

dibawah ini;
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan
permohonan permohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya
yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan

peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan
penulisan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran
Nomor; 7372-L1-13042016-0140 atas nama Agung Jati lahir di Parepare
pada tanggal 31 Desember 1962 agar diganti menjadi lahir di Parepare
pada tanggal 31 Desember 1961;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari  sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan
perubahan tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut kepada
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar
dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai
dengan adanya perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
Pemohon sejumlah Rp 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Risang Aji
Pradana, S.H. selaku Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara
permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu
juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh Arifudin,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Parepare dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,
TTD TTD
Arifudin, S.H. Risang Aji Pradana, S.H.
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Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00;
2. Proses Administrasi Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan PemohonRp. 10.000,00;
4. Penggandaan Rp. 3.000,00;
5. Meterai Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Rp. 10.000,00;

Jumlah Rp 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);
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